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BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Sejarah Pembentukan KPP Pratama

KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 473/KMK.01/2004 tentang perubahan lampiran I,II,III,IV, dan V

Keputusan Mentri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Organisasi

Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan

Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan

Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan

sebagai mana telah diubah dengan keputusan menteri keuangan nomor

519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan terbitnya Peraturan Menteri

Keuangan nomor 67/pmk.01/2008 tentang perubahan kedua atas Peraturan

Menteri Keuangan nomor 132/pmk.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja

instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak tanggal 6 Mei 2008.

Mulai beroperasi berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor

KEP-95/PJ.2008 Tantang Penerapan Organisasi. Tata kerja dan saat Mulai

Beroprasinya Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Nangroe Aceh

Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara II,

serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan

dan Konsultasi Perpajakan dilingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral

Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Riau dan
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Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Kalimantan Timur

dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan

Tenggara mulai tanggal 27 Mei 2008

2.2. Perubahan Nama KPP menjadi KPP Pratama

Berubah nama KPP menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak Tanggal 6 Mei 2008.

Sekarang menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru

di JL. MR.SM.Amin (Ring Road Arengka II ) Pekanbaru.

2.3 Kedudukan, Tipologi, Tugas dan Fungsi

1. Tipologi

Perubahan yang terjadi di KPP Pratama DJP yang menerapkan sistem

administrasi perpajakan modern antara lain adalah organisasai yang

berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak.

KPP Pratama merupakan intregrasi dan tiga kantor operasional DJP,

Yaitu : Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak dan Bumi

Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan Dan Penyidikan Pajak (KARIKPA).

Dengan demikian, dengan beroprasinya KPP Pratama, Wajib pajak dapat

melaksanakan semua kewajiban dalam satu kantor. Berbeda dengan KPP WP
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Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagai kecil WP

badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP

Badan kelas menengah kebawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang

Pribadi dan objek pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak

atas dan bangunan (BPHTB).

Pembentukan KPP Pratama sendiri tidak dimaksud untuk meningkatkan

penerimaan melalui pengawasan yang intensif dan kepada perluasan jangkauan

pelayanan perpajakan, ekstensifikasi WP Orang Pribadi, serta peningkatan

citra DJP Dimata Masyarakat  luas.

KPP Pratama menerapkan sistem administrasi perpajakan modern

dengan karekteristik antara lain : organisasi yang berdasarkan fungsi, sistem

informasi yang terintegrasi, sumber daya yang komponen, sarana kantor yang

memadai dan tata kerja yang transparan. Diharapkan, dengan penggabungan

kedua sistem tersebut akan tercipta suatu sistem informasi yang akan

membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan,

dan optimalisasi pemanfaatan data.

Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan

kode etik yang ketat dan diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih

baik. Setiap pegawai yang akan ditempatkan dikantor yang telah menerapkan

adminstrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan

melaksanakan kode etik pegawai. Pada KPP Pratama terdapat tugas account

representative (AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada

wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat
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menghubungi AR baik secara lansung bertatap muka, atau pun melalui

telepon, faximile maupun e-mail. Disamping itu, AR juga bertugas untuk

mengawasi kewajiban perpajakan wajib secara intensif. Dengan adanya peran

AR tersebut, diharapkan kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan secara

berkesinambungan.

2. Tugas

Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan

pengawasan wajib pajak dibanding pajak penghasilan, pajak pertambahan

nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya. Pajak

bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam

wilyah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang–undangan yang

berlaku.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58,

KPP Pratama menyelenggarakan fungsi :

1) Pengumpulan, pencairan dan pengolahan data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan

subjek pajak serta penilain objek pajak bumi dan bangunan.

2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan penerimaan

dan pengelolaan surat pemberitahuan serta penerimaan surat

lainnya.

4) Penyuluhan perpajakan.
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5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6) Pelaksanaan ekstensifikasi.

7) Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

8) Pelaksanaan pemeriksaan pajak

9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak

10)Pelaksanaan konsultasi perpajakan

11)Pelaksanaan intensifikasi

12)Pembetulan ketetapan pajak.

13)Pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas

tanah dan / atau bangunan

14)Pelaksanaan administrasi kantor

4. Visi dan Misi Serta Aktifasi Kantor Pelayanan Pajak.

Adapun yang menjadi Visi dan Misi direktorat jendral pajak secara

umum dimana termasuk didalamnya kantor pelayanan pajak pratama tampan

adalah sebagai berikut :

 Visi

“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di

wilayah Asia Tenggara.”

 Misi

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang

perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan

anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi

perpajakan yang efektif dan efisien.”
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 Motto Direktorat Jendral Pajak

“Pajak Menyatukan Hati, Membangun Negeri”

 Disiplin kerja

Disiplin kerja yang harus dipatuhi oleh pegawai pada kantor KPP

Pratama Tampan adalah :

 Setiap pegawai harus mematuhi segala peraturan yang ada dikantor

 Berpakain sesuai dengan peraturan kantor

 Jam kerja sesuai dengan peraturan kantor

 Jam masuk kerja kantor pukul 07.30. WIB

 Jam istirahat pukul 12.15 sampai dengan pukul 13.00. WIB.

 Jam pulang kerja kantor pukul 17.00 WIB.

 Bagi pegawai yang tidak masuk kantor bukan karena cuti sanksi

pemotongan tunjangan sebesar 5 % dari gaji yang akan diterima

oleh pegawai.

 Bagi pegawai yang terlambat masuk kerja akan mendapatkan sanksi

berupa pemotongan tunjangan sebesar 2,5% dari gaji yang akan

diterima pegawai.

2.4 Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja

1. Kepala Kantor

 Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan

pajak sebagai bahan penyusunan  rencana strategis kantor wilayah
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 Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan

pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi

keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu.

 Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai

arahan kepala kantor wilayah

 Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi

dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan.

 Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan informasi

perpajakan

2. Sub Bagian Umum

Mengkordinasikan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara

mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawain, keuangan serta rumah

tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor

pelayanan pajak.

3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, Pencairan dan pengelolaan data, Penyajian

informasi perpajakan, Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata

usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan

Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan,

pelayanan dukungan teksi komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-

Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG serta penyiapan laporan

kinerja.
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4. Seksi pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum

perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan,

penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan

surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib

pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

5. Seksi penagihan

Adapun tugas seksi penagihan :

 Membuat keputusan atas permohonan angsuran / penunda

pembayaran piutang pajak dari wajib pajak.

 Member surat tagihan (ST)

 Penerbitan surat pemerintah penagihan sengketa terhadap wajib

pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk

melakukan pembayaran pajak)

 Pemeriksaan dalam rangka penagihan

 Memberikan surat paksa (SP)

 Membuat surat permintaan pemblokiran rekening Bank wajib

pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank)

 Menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP)

 Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluarsa

penagihan pajak

 Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain

pabila ada permohonan permintaan
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 Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP

tertentu. (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk

melakukan pembayaran pajak, melunasi pajak yang akan

berangkat ke luar negeri )

 Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan tempat lelang

 Penerbitan surat tagihan pajak (STP) buat penagihan pajak

 Permintaan penyampain pengunguman lelang melalui surat kabar

dan surat kesepakatan trakhir bagi wajib pajak

 Membuat laporan bulanan setiap satu bulan dan triwulan (setiap

tiga bulan) mengenai perkembangan tunggakan pajak dan

pencairan tunggakan pajak.

6. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan usulan pemeriksaan, penyusunan

rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan,

penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta

administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

7. Seksi ekstensifikasi

Prosedur seksi ekstensifikasi perpajakan

 Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian

lapangan

 Tata cara pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor

 Tata cara pemprosesan dan penata dokumen masuk
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 Tata cara penerbitan surat himbauan untuk ber –NPWP.

 Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka

membuat fiskal

 Tata cara penyelesain mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB

 Tata cara pelaksanaan penelitian individual objek PBB

 Tata cara penyelesain mutasi seluruh objek dan subjek PBB

 Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB

 Tata cara pembentukan / penyempurnaan

 Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan

8. Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban

perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak

dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak,

analisis kerja wajib pajak melakukan rekonsilasi data wajib pajak

dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil

banding seksi pengawasan dan konsultan.

9. Seksi fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional

masing–masing berdasarkan peraturan perundang–undangan yang

berlaku.
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2.5 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru
Tampan

Gambar 2.5.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan

KEPALA KANTOR
YUNUS DARMONO

PENGOLAHAN DATA &
INFORMASI

SITI SUWARNI

SUB BAGIAN UMUM
DARMAWAN SYAHRI M

SEKSI PENAGIHAN
IMRAN

WASKON I
SUHARDIMAN

WASKON II
NURAYA TUBRILIAN

DEFIE

WASKON III
IKHSAN RIYADI

WASKON IV
HENI PUSPA NINRUM

EKSTENSIFIKASI
EHRMONS FICA PURMA

WINASTYO

PEMERIKSAAN
ANTON RAHADIAN

FUNGSIONAL PEMERIKSA
INDRA SISWANTO

SEKSI PELAYANAN
ROHDIONO

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan
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BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Pajak

1. Pengertian Pajak

Terdapat beberapa pengertian atau definisi dari pajak berdasarkan

pendapat para ahli yang nampak berbeda namun mempunyai inti dan tujuan

yang sama.

1. Prof Dr Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat

dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut

peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk secara langsung. (Thomas

Sumarsan, 2009 : 3)

2. Prof. DR. Rachmat Sumitro,SH., pajak adalah iuran rakyat kepada kas

negara (peralihan kekayaan dari kas rakyat ke sektor pemerintah

berdasarkan undang-undang) dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa

timbal (tegen prestasi)yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan

untuk membiayai pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2008 : 1)

2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Dasar hukum pemungutan pajak diatur berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945 pasal 23 ayat 2 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan

negara berdasarkan Undang-Undang”.

21
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Dasar hukum pajak berdasarkan undang-undang RI terdiri dari :

1. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU

No. 28 Tahun 2007.

2. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008.

3. UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12

Tahun 1994.

4. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2000

5. UU No. 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan jasa

Penjualan Atas barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU No. 42 Tahun 2009.

6. UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

(PDRD) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkhir dengan UU

No. 28 Tahun 2009.

7. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

(PPSP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU

No. 19 Tahun 2000.

8. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir

dengan UU No. 20 Tahun 2000.
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9. UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU

No. 20 Tahun 1999

10. UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

3. Fungsi Pajak

Menurut Erly Suandy (2005:14) fungsi pajak dibagi 2, yaitu :

1. Fungsi Budgetair Finansial

Fungsi budgetair finansial yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke

kas negara dangan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran

negara.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik

masyarakat dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat

dalam contoh sebagai berikut :

(a) Pemberian fasilitas bebas pajak terhadap pengusaha yang membuka

lapangan udara di daerah terpencil.

(b) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka

memenuhi kebutuhan dalam negeri.

(c) Pengenaan Bea Masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk

produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-

produk dalam negeri.
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4. Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2008:5) pajak dikelompokan ke dalam 3

golongan, yaitu :

1. Berdasarkan penggolongannya, pajak dikelompokan atas :

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat

dibebankan atau tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya :

Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dapat

dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai

(PPN).

2. Berdasarkan sifatnya, pajak dikelompokan atas :

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam

arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak

Penghasilan (PPh)

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan

keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
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3. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi atas :

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah.

1) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan

Pajak Hiburan.

5. Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi

fiskus sehingga dengan asas tersebut negara memberi hak kepada dirinya

sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya.

Menurut Ony W, Siti Kurnia R dan Ely S (2008:23) menyatakan asas

pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

a. Asas Domisili

Dalam asas domisili ini negara tempat tinggal seseorang berhak mengenakan

pajak terhadap seseorang tersebut tanpa melihat darimana sumber
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penghasilan atau pendapatannya diperoleh (dari sumber negara yang

bersangkutan dimana dia tinggal atau dari sumber luar negeri) dan tanpa

melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut. Jadi pada

prinsipnya pengenaan pajak adalah pada seluruh penghasilan subyek pajak

dari manapun penghasilan tersebut diperoleh.

b. Asas Sumber

Menurut asas ini negara yang menjadi tempat sumber penghasilan seseorang

berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili (apakah berdomisili

di dalam atau diluar negara tempat sumber penghasilan tersebut) dan

kewarganegaraan wajib pajak. Sasaran pengenaan pajaknya adalah hanya

penghasilan yang keluar dari sumber penghasilan yang terletak dinegara

tersebut.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini disebut juga asas nationalitiet. Dalam asas ini pemungutan pajak

didasarkan pada kebangsaan seseorang. Yang berhak memungut pajak

adalah negara yang menjadi kebangsaan orang tersebut.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam perpajakan sistem pemungutan dikenal dengan Official

Assesment, Self Assesment System dan Witholding Tax System. Menurut Ony

W, Siti Kurnia R dan Ely S (2008:49) sistem pemungutan pajak yang pernah

dilaksanakan di Indonesia adalah sebagai berikut :
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a. Official Assesment system

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

wajib pajak.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarya pajak terutang ada pada fiskus

2. Wajib pajak bersifat pasif

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh

fiskus

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib

pajak sendiri

2. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan

sendiri pajak yang terutang.

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya
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wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga

pihak selain fiskus dan wajib pajak.

3.1.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Waluyo (2007:2) pajak pertambahan nilai adalah : “pajak

pertambahan nilai barang dan jasa dan penjualan atas barang mewah atau

disingkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi

didalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.”

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditetapkan UU No. 42 Tahun

2009 merupakan pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (value

added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur

perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan

memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para

konsumen.

1. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata

Cara Perpajakan

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 607/KMK.04/1994 Tentang

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan
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Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Tanggal 21 Desember

1994.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 542/KMK.04/2000 Tentang

Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan

Pengurangan atau Penghapusan Ketetapan Pajak. Tanggal 22 Desember

2000.

4. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-18 PJ.24/1995 Tentang

Perubahan atas Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995

Tanggal 3 Februari 1995 Tentang Bentuk Surat Tagihan Pajak dan

Surat Ketetapan Pajak atas Pajak

5. Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah Tanggal 5 Mei 1995.

2. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2004:443), subjek pajak pertambahan nilai antara

lain:

a. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dimana dalam kegiatan

usaha atau kegiatannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor

barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud

dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari

luar daerah pabean.
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b. Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk

apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan

barang, mengimpor barang mengekspor barang, melakukan usaha

perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean,

melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean, tidak

termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan

sebagai Pengusaha Kena Pajak. Termasuk pengertian pengusaha kena pajak

adalah pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan

barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan pengusaha yang melakukan

ekspor barang kena pajak.

c. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku :

1. Melakukan penyerahan barang kena pajak dengan jumlah peredaran bruto

tidak lebih dari Rp 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);

2. Melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan jumlah penerimaan bruto

tidak lebih dari Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

3. Melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak.

4. PMK Nomor 197/PMK.03/2013 melakukan BKP dan JKP dengan jumlah

peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar setahun
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3. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2004:447), objek Pajak Pertambahan Nilai antara

lain: Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyebutkan bahwa

pajak pertambahan nilai dikenakan atas :

a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh

pengusaha kena pajak. Penyerahan barang kena pajak harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

1. Barang berwujud yang diserahkan merupakan barang kena pajak;

2. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan barang kena

pajak yang tidak berwujud;

3. Penyerahan yang dilakukan didalam daerah pabean;

4. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau

pekerjaannya.

5. Termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak adalah:

6. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian

7. Pengalihan barang kena pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli

dan perjanjian leasing;

8. Penyerahan kena pajak kepada pedagang perantara melalui juru

lelang

9. Pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas barang kena

pajak;

b. Penyerahan jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pebean yang

dilakukan oleh pengusaha dengan syarat:
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1. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.

2. Penyerahan Dilakukan di Daerah Pabean.

3. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan Usaha atau pekerjaan

pengusaha

4. yang bersangkutan.

4. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Untung Sukardji (2009:19), karakteristik Pajak Partambahan

Nilai di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban

pajak dengan penanggungjawab atas pembayaran pajak ke kas negara

berada pada pihak yang berbeda.

2. Pajak Objektif

Objektif maksudnya adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban

pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya taatbestand (keadaan

atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut

dengan nama objek pajak)

3. Multi-stage tax

Adalah karakteristik PPN yang bermakna bahwa PPN dikenakan pada setiap

mata rantai jalur produksi maupun distribusi

4. Non-Kumulatif
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PPN yang dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak bersifat

kumulatif.

5. Bersifat Netral

Netralitas PPN dibentuk berdasarkan PPN dikenakan atas konsumsi maupun

jasa dan dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan

6. Credit methode invoice methode/indirect substruction methode

Pajak yang dipungut oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa tidak secara

otomatis wajib dibayar ke kas negara

7. Pajak Atas Konsumsi dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena

Pajak yang dilakukan di dalam negeri

3.1.3 Restitusi Pajak

1. Pengertian Restitusi Atas Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut penjelasan Pasal 11 UU KUP No. 28 Tahun 2007 Restitusi

adalah perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dengan jumlah

kredit pajak yang menunjukan jumlah selisih lebih (jumlah kredit pajak lebih

besar daripada pajak yang terutang), atau telah dilakukan pembayaran pajak

yang seharusnya tidak terutang. Wajib pajak berhak untuk meminta kembali

kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan wajib pajak tersebut tidak

mempunyai utang pajak.
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2. Dasar Hukum Restitusi

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17
Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002;

4. Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak
Madya, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Dapat Diberikan
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 Tanggal 22
Desember 2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan;

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak KEP-142/PJ/2005 Tanggal 31
Agustus 2005 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003 Tanggal 4
November 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat
Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang
Tata Cara Penetapan Wajib Pajak mematuhi Kriteria Tertentu dan
Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
dalam rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran
Pajak.

3.1.4 Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim

atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-

satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan

zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dasarnya adalah
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berbagai hadis Rasulullah. Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta

kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah:

177; Al-An’am: 141; Al-Ma’un: 4-7; Al-Maidah: 2; Al-Isra’: 26; An-Nisa’:

36; al-Balad: 11-18, dan lain-lain. Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat

ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika

datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka

aka nada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini

misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik,

Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain (Gusfahmi,

2007;169-181)

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di

atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana

pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang

jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan

mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah

ushul fiqh:

Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan

kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang

dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa aman, pengobatan dan

pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji

pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang
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merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi

Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat):

a. penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan

dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-

tujuan pajak.

b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di

antara mereka yang wajib membayarnya. (Umar Chapra, 1995;299)

Selanjutnya dijelaskan bahwa para ulama yang mendukung

diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud

adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut

mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar

diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.

c. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan

rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata

terhadap semua orang yang mampu membayar.

d. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan

yang karenanya pajak diwajibkan.

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah,

yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban

tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan

dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah

dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama
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memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai

kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan

kharaj adalah berbeda dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang

obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim.

Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga

non-muslim. (Gusfahmi, 2007;27-30)

Sumber utama pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan

sebagai berikut:

No. Nama
Pendapatan

Jenis
Pendapatan

Subjek Objek Tarif Tujuan
Penggunaan

1 Ghanimah Tdk Resmi Non
Muslim

Harta Tertentu 5 Kelompok

2 Zakat Tdk Resmi Muslim Harta Tertentu 8 Kelompok
3 Ushr –

Shadaqah
Tdk Resmi Muslim Hasil

Pertanian/dagang
Tetap 8 Kelompok

4 Jizyah Resmi Non
Muslim

Jiwa Tidak
tetap

Umum

5 Kharaj Resmi Non
Muslim

Sewa Tanah Tidak
tetap

Umum

6 Ushr – Bea
Cukai

Resmi Non
Muslim

Barang dagang Tidak
tetap

Umum

7 Waqaf Tdk Resmi Muslim Harta Tidak
tetap

Umum

8 Dharibah
(Pajak )

Resmi Muslim Harta Tidak
tetap

Umum

Selain itu, Negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder,

yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima

secara tidak tetap.

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi (1973;998).adalah

kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada

Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara,
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dan hasilnya untuk membiayai pengeluran-pengeluaran umum di satu pihak

dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-

tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara

Gazi Inayah (1995;24) berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban

untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat

berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan

pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan

untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi

tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Abdul Qadim (1988;24) berpendapat pajak adalah harta yang

diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai

kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka,

pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang

dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah,

karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting

pajak menurut Syariah, yaitu:

a. Diwajibkan oleh Allah Swt

b. Obyeknya harta

c. Subyeknya kaum muslim yang kaya

d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka

e. Diberlakukan karena aanya kondisi darurat (khusus), yang harus

segera diatasi oleh Ulil Amri.
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Menurut Abdurrahman (2009) karakteristik pajak (dharibah) menurut

Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah

sebagai berikut:

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh

dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal

sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda

dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang

membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional

adalah selamanya (abadi).

2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan

kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk

pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam

perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan

agama.

3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-

muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim

dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak

dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional,

kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang

diperlukan, tidak boleh lebih.
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6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori

pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber

pendapatan

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal

(Ditjen) Pajak untuk tidak tebang pilih dalam menerapakan aturan perpajakan

pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang

Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari

usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi

maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan

bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun

2008 tentang PPh.

3.2 Tinjauan Praktek

3.2.1. Prosedur Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang
Melakukan Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Tampan Pekanbaru

3.2.1.1 Cara Memperoleh Restitusi PPN

1. Menyampaikan SPT Masa PPN beserta lampirannya untuk masa pajak

yang bersangkutandan mengisi kolom restitusi pada huruf H Induk SPT

Masa PPN.

2. Apabila kolom restitusi tersebut tidak diisi, maka permohonan restitusi

dapat diajukandengan surat tersendiri
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3. Satu permohonan ditentukan untuk satu masa pajak dengan dilengkapi :

Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan

dengan kelebihan pembayaran PPNyang dimintakan pengembalian,4

4. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak (BKP), melampirkan:

a) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiat muat oleh

Direktorat Jenderal Beadan Cukai

b) Bill of Lading dan/atau Airwayc

c) Bill Wesel Ekspor/Nota Kredit/Bukti Transfer,

5. Dalam hal impor BKP, melampirkan :

a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

b) SSP lembar ke-1 /Bukti Setoran PPN Impor atau Bukti Pungutan

Pajak oleh DirektoratJenderal Bea dan Cukai

c) Laporan Pemeriksaan Surveyor (LPS) sepanjang termasuk kategori

wajib LPS,

6. Dalam hal penyerahan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada

Pemungut PPN,melampirkan :

a) Kontrak atau Surat Perintah Kerja

b) Surat Setoran Pajak (SSP),

c) Dalam hal permohonan restitusi yang diajukan meliputi kelebihan

pembayaran akibatkompensasi masa pajak sebelumnya, maka yang

dilampirkan meliputi seluruh dokumenyang berkenaan dengan

kelebihan pembayaran PPN masa pajak yang bersangkutan,
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Kelengkapan Tambahan :

a. Surat Pernyataan Keabsahan Faktur Pajak dan pernyataan bahwa Faktur

Pajak Masukantidak dibiayakan/dikapitalisasikan A sli Surat Kuasa apabila

dikuasakan,

b. Permohonan yang diajukan oleh PKP yang melakukan kegiatan ekspor dan

penyerahankepada pemungut PPN akan diselesaikan selambat-lambatnya :

2 (dua) bulan sejak saatditerimanya permohonan secara lengkap, 12 (dua

belas) bulan sejak saat diterimanyapermohonan secara lengkap sepanjang

penyelesaian atas permohonannya dilakukanmelalui pemeriksaan untuk

semua jenis pajak.

c. Khusus bagi Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

sebagai Wajib Pajak yang memenuhi Kriteria Tertentu, permohonan

restitusi dipenuhi melalui penelitian danakan diselesaikan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima. Permohonan restitusi

akan diselesaikan melalui pemeriksaan pajak. Dasar Hukum :Keputusan

Dirjen Pajak Nomor Kep-160/PJ/2001 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor

SE-05/PJ.33/2001 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE- 01/PJ7/2002

3.2.1.2. Gambaran Umum Restitusi PPN

Pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi, yang

mengandung pengertian bahwa PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis.

Sebagai pemikul beban pajaknya adalah konsumen sehingga pengusaha kena

pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau
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penyerahan jasa kena pajak (JKP) sebenarnya bukan sasaran pengenaan

PPN Berdasarkan hal tersebut, maka PPN yang dibayar oleh PKP atas

pembelian BKP atau penerimaan JKP dari PKP lain yang disebut pajak

masukan, dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan PPN yang dipungut atas

penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli atau penerima yang disebut pajak

keluaran atau dapat disebut pengkreditan pajak masukan.(Untung Sukardji,

2011).

Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-122/PJ/2006,

pengertian restitusi PPN adalah kelebihan pajak masukan terhadap pajak

keluaran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta

kembali (restitusi) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-undang

Pajak Pertambahan Nilai.

3.2.1.3 Dasar Restitusi PPN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak

pertambahan nilai (PPN) pada pasal 9 ayat (4), ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c),

ayat (4d), dan ayat (4f), pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan

dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang

dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) undang-undang

tersebut. Berdasarkan hal tersebut, apabila dalam suatu masa pajak, pajak

keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak.
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apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih

besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, hal inilah yang mendasari

restitusi.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila

jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada

jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak

seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain.

ketentuan restitusi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor: 72/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan

PPN/PPnBM.

3.2.1.4 Pengembalian atau Kompensasi Kelebihan Pembayaran Pajak
(Restitusi)

Pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran pajak oleh

negara kepada PKP karena komposisi pajak keluaran lebih kecil daripada

pajak masukan, atau lebih lazim disebutkan pajak masukan lebih besar

daripada pajak keluaran. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada

PKP yang berhak, tidak mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak

karena PKP mengambil uangnya sendiri yang masuk ke kas negara terlalu

banyak atau lebih besar dari jumlah pajak yang seharusnya disetor. Dalam hai

ini, terdapat prosedur restitusi kepada PKP dalam hal waktu mengajukan

pengembalian, yaitu sebagai berikut:
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1. PKP hanya dapat mengajukan permohonan pengembalian (restitusi) pada

akhir tahun.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan Pajak

yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.PKP dapat mengajukan

permohonan pengembalian atas kelebihan Pajak (restitusi) pada akhir

tahun buku, yaitu bagi PKP Orang Pribadi yang dikecualikan dari

kewajiban menyelenggarakan pembukuan, pengertian tahun buku adalah

tahun kalender.

2. PKP yang dapat mengajukan permohonan pengembalian (Restitusi) pada

setiap masa pajak

a. PKP yang melakukan ekspor BKP Berwujud;

b. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP

kepada Pemungut PPN

c. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang

PPN-nya tidak dipungut;

d. PKP yang melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud;

e. PKP yang melakukan ekspor JKP; dan/atau

f. PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN. (Isi Pasal 9 ayat (2a) UU PPN :

Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum

melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas

perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan).
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Dalam mekanisme PPN berdasarkan undang-undang PPN,

pengkreditan pajak masukan tidak perlu memenuhi syarat bahwa:

1. PKP pembeli BKP/penerima JKP (selanjutnya disebut PKP penerima

faktur pajak) sudah membayar PPN kepada PKP penjual BKP atau pemberi

JKP (PKP pembuat faktur pajak). Meskipun PKP penerima faktur pajak

belum membayar PPN yang terutang kepada PKP pembuat faktur pajak,

sepanjang faktur pajak sudah diterima, maka PPN yang tercantum dalam

faktur pajak tersebut, sudah dapat dikreditkan. Jika ditemukan data bahwa

PKP pembuat faktur pajak belum melaporkan PPN tersebut dalam SPT

masa PPN-nya, maka kantor pelayanan pajak yang bersangkutan wajib

menagih kepada PKP pembuat faktur pajak. Apabila dari pengkreditan

pajak masukan ini menimbulkan lebih bayar, maka PKP yang

mengkreditkan pajak masukan tetap berhak memperoleh pengembalian.

2. PKP pembuat faktur pajak sudah melaporkan pajak keluaran yang terkait

dalam SPT masa PPN-nya.

PKP penerima faktur pajak yang belum membayar PPN yang

terutang kepada PKP pembuat faktur pajak sebagaimana hal tersebut diatas

pada poin a, dapat mengkreditkan pajak masukan yang tercantum dalam

faktur pajak yang diterima, apalagi bagi PKP penerima faktur pajak yang

sudah membayar PPN kepada PKP pembuat faktur pajak jelas dapat

mengkreditkan pajak masukan yang tercantum dalam faktur pajak. Hal

tersebut juga tidak dipersyaratkan bahwa PKP pembuat faktur pajak sudah
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melaporkan PPN dimaksud sebagai pajak keluaran dalam SPT masa

PPNnya.

3.2.1.5 Cara Pengajuan Permohonan Pengembalian (Restitusi)

PKP dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan Pajak

dengan menggunakan cara sebagai berikut, yaitu: SPT Masa PPN, dengan

cara mengisi (memberi tanda silang) pada kolom "Dikembalikan (restitusi)"

atau Surat permohonan tersendiri, apabila kolom "Dikembalikan (restitusi)"

dalam SPT Masa PPN tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan

pengembalian kelebihan Pajak.

Permohonan pengembalian kelebihan Pajak diajukan kepada KPP di

tempat PKP dikukuhkan. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah

permohonan pengembalian kelebihan Pajak ditentukan 1 (satu) permohonan

untuk 1 (satu) Masa Pajak. Adapun formulir SPT Masa PPN terlampir.

3.2.1.6 Pengambilan PPN yang Dibayar Oleh Orang Pribadi Pemegang
Paspor Luar Negeri

Pasal 16E UU PPN 1984 yang merupakan pasal yang

disisipkan melalui UU Nomor 42 tahun 2009, formulanya sebagai berikut:

1. Pajak Pertambahan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah

dibayar atas pembelian Barang Kena Pajak yang dibawa keluar Daerah

Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar dan Pajak Penjualan

negeri dapat diminta kembali.
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2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang

dapat diminta kembalisebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memenuhi syarat:

a. Nilai Pajak Pertambahan Nilai paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus

ribu rupiah) dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah

b. Pembelian Barang Kena Pajak dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu)

bulan sebelum keberanghkatan keluar Daerah Pabean, dan

c. Faktur Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal

13 ayat (5). Kecuali pada kolom Nomor Pokok Wajib Pajak dan alamat

pembeli diisi dengan nomor paspor atas penjualan kepada orang pribadi

pemegang paspor luar negeri yang tidak mempunyai Nomor Pokok

Wajib Pajak

3. Permintaan kembali Pajak Pertambahan dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat orang

pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan

disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Direktorat

Jenderal Pajak di Bandar udara yang ditetepakan oleh Menteri Keuangan.

4. Dokumen yang harus ditunjukkan pada saat meminta kembali Pajak

Pertambahan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:

a. Paspor

b. Pas naik (boarding pas) untuk keberangkatan orang pribadi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke luar Daerah Pabean

c. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
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5. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan

kembali Pajak Pertambahan dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan

Menteri Keuangan.

Ketentuan ini merupakan refleksi dari perinsip destinasi, bahwa PPN

dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa akan dikonsumsi. Seharusnya

mekanisme ini tidak ditempatkan di Pasal 16E satu kelompok dengan pasal

yang lain di bawah Bab VA yang berjudul Ketentuan Khusus. Makna dari

“Ketentuan Khusus” disini adalah ketentuan yang melanggar prinsip PPN,

sebagai berikut:

1. Pasal 16A menentukan bahwa Pemungut PPN yang bersatatus sebagai

pembeli BKP atau penerima JKP, diberi wewenang bahkan diwajibkan

memungut pajak yang terutang, padahal berdasarkan Pasal 3A ayat (1)

pihak yang wajib memungut PPN adalah PKP yang melakukan

penyerahan BKP atau JKP.

2. Pasal 16B mengatur tentang fasilitas PPN, padahal PPN menghendaki

dirinya netral. Netralitas ini dapat dicapai apabila PPN bersikap sama

terhadap seluruh PKP, tidak ada perbedaan perlakuan. Sedangkan

fasilitas mengandung makna perlakuan khusus terhadap wajib pajak

atau PKP tertentu.

3. Pasal 16C mengatur tentang pengenaan PPN atas kegiatan membangun

sendiri yang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan orang

pribadi atau badan. Sementar itu, dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1)
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huruf c ditegaskan bahwa salah satu syarat suatu penyerahan JKP

dapat dikenakan PPN adalah penyerahan itu dilakukan dalam kegiatan

usaha atau PKP.

4. Pasal 16D secara terselubung mengenakan PPn atas penyerahan BKP

yang merupakan aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk

diperjual-belikan, berarti bukan barang dagangan, sehingga aktivitas

ini dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP.

5. Pasal 16E merupakan pasal baru yang disisipkan melalui UU nomer 42

Tahun 2009 jelas-jelas melanggar prinsip PPN sebagai pajak tidak

langsung yang memisahkan antara pemikul beban pajak dengan

penanggung jawab pembayaran pajak. Penanggung jawab pembayaran

pajak adalah PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP,

sedangkan penerima BKP atau penerima JKP adalah pemikul beban

pajak. Oleh karena itu, apabila terdapat kesalahan dalam mekanisme

PPN, bukan tanggungjawab PKP penerima BKP atau JKP.

Diantara pasal-pasal penyimpang tersebut yang dapat ditoleransikan

hanya pasal 16B karena meskipun melanggar prinsip PPN tetapi tidak

menambah beban rakyat.

3.2.1.7 Penelitian dan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak (SKPPKP)

Penelitian dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan

Pajak yang diajukan oleh:
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1. PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C UU KUP.

Pada pasal 17C UU KUP berisi tentang WP dengan Kriteria tertentu (WP

Patuh) yang ditetapkan dengan keputusan direktur jenderal pajak. Kriteria

tertentu sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi:

a. Wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;

b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali

tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau

menunda pembayaran pajak;

c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga

pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa

Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan

d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2. PKP yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17D UU KUP yang berisi tentang wajib pajak yang memenuhi

persyaratan tertentu, yaitu:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau

pekerjaan bebas.

b. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai

dengan jumlah tertentu



52

c. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih

bayar sampai dengan jumlah tertentu.

d. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan

Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah

lebih bayar sampai dengan jumlah tertentu.

3. PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) UU

PPN.Penelitian oleh DJP dilakukan terhadap kebenaran pemenuhan

ketentuan Pasal 9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e

Undang-Undang PPN, kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-

lampirannya. kebenaran penulisan dan penghitungan pajak, dan kebenaran

pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang disebutkan diatas,

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan

pengembalian kelebihan Pajak yang diajukan oleh PKP, harus menerbitkan

Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP)

paling lama 1 bulan sejak saat diterimanya permohonan pengembalian

kelebihan Pajak.

Apabila jangka waktu 1 bulan tersebut telah lewat dan Direktur

Jenderal Pajak tidak menerbitkan SKPPKP, permohonan pengembalian

kelebihan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKPPKP harus

diterbitkan paling lama 7 hari setelah jangka waktu 1 bulan tersebut berakhir.

SKPPKP tidak diterbitkan terhadap PKP beresiko rendah apabila hasil

penelitian menyatakan Pengusaha Kena Pajak tidak memenuhi ketentuan Pasal
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9 ayat (4b) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang- Undang

PPN. Hasil penelitian menyatakan tidak lebih bayar, lampiran Surat

Pemberitahuan tidak lengkap, dan/atau pembayaran Pajak tidak benar.

Dalam hal SKPPKP tidak diterbitkan, terhadap PKP beresiko rendah

tersebut harus diberikan pemberitahuan secara tertulis dengan menggunakan

formulir lampiran PMK-72/PMK.03/2010 dan permohonan pengembalian

kelebihan Pajak; dari PKP ini akan diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17B

UU KUP.

3.2.1.8 Pemeriksaan dan SKP

Pemeriksaan dilakukan terhadap permohonan pengembalian kelebihan

Pajak yang diajukan oleh PKP selain:

a) PKP Kriteria tertentu (Pasal 17 C UU KUP),

b) PKP yang memenuhi persyaratan tertentu (Pasal 17 D UU KUP),

c) PKP Resiko rendah (Pasal 9 ayat 4C UU PPN).

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas

permohonan pengembalian kelebihan Pajak harus menerbitkan SKP paling

lama 12 bulan sejak permohonan pengembalian kelebihan Pajak diterima.

Jangka waktu 12 bulan ini tidak berlaku dalam hal terhadap PKP sedang

dilakukanpemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Apabila setelah melampaui jangka waktu 12 bulan tersebut Direktur Jenderal

Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
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pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPLB harus diterbitkan paling

lama 1 bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Prosedur pemeriksaan terhadap PKP pasal 17C UU KUP, pasal 17D

UU KUP, dan PKP beresiko rendah, untuk hal ini Direktur Jenderal Pajak

setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak dapat

melakukan pemeriksaan kepada PKP berisiko rendah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (4c) UU PPN, PKP kriteria tertentu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 17C UU KUP, atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D UU KUP.

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, PKP

kriteria tertentu atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu wajib

membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi

berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah kekurangan pembayaran Pajak.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB, PKP berisiko rendah wajib

membayar jumlah kekurangan Pajak ditambah dengan sanksi administrasi

berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan, dari jumlah

kekurangan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2)

UU KUP


